
 
 
 

 
 

BUPATI SIDOARJO 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR : 1 TAHUN 2007 
 

TENTANG 
 

PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2007 

BUPATI SIDOARJO, 
 
Menimbang  : a.   Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 187 Undang-Undang 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 
Anggaran 2007 masih dalam proses pembahasan, sehingga belum 
dapat ditetapkan sampai batas waktu yang ditentukan, maka untuk 
menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan, dipandang perlu untuk segera mengambil kebijakan ; 

 
b.   Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun Anggaran 2007 dengan menuangkannya dalam Peraturan 
Bupati Sidoarjo; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto 
UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 

2.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 

3.  Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan 
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3988); 

4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 3851) ;  
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3952) ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

8. Undang-Undang Nom or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 

11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4027) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4540) Diubah lagi Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4659) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

 
 
 



 
 
 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
       Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4575) ; 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575) ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2007; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 
Nomor 2 Seri A) ; 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENGGUNAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2007. 

 
Pasal 1 

 
Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendapatan daerah    

Tahun Anggaran 2007. 
 

Pasal 2 
 
(1)  Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2006 
untuk membiayai keperluan setiap bulan; 

(2)     Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diprioritaskan untuk: 
a. Belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus 

menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap 
bulan dalam Tahun Anggaran 2007 seperti belanja pegawai serta belanja barang 
dan jasa ; 

b. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan 
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan 
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. 

 
Pasal 3 

 
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 

berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo 
Tahun Anggaran 2006 yang untuk selanjutnya diperhitungkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (ARBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2007 
setelah ditetapkan. 
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Pasal 4 

 
Peraturan Bupati Sidoarjo ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan 

dari Gubernur Jawa Timur. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
 
 
 
 

Ditetapkan di S I D 0 A R J 0 
pada tanggal 2 Januari 2007 
 
BUPATI SIDOARJO 
 
 
                ttd 
 
H. WIN HENDRARSO 

 
 
Disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Januari 2007 
Nom or 23/P tahun 2007. 

An. Gubernur Jawa Timur 
Sekretaris Daerah 
 
               ttd 
 
Dr. H. SOEKARWO. SH. M.Hum 
Pembina Utama Madya 
NIP. 510 059 484 

 
 
Diumumkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 24 Januari 2007 
Nomor 1 Tahun 2007 Seri 03. 
 

SALINAN SESUAI ASLINYA 
Sekretaris Daerah 
 
ttd 
 
Drs. MOCH. ROCHANI,M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 010 057 923 

 


